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Dalam konteks Yayasan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum, 
pelaksanaan, dan variabel yang menjadi penghambat dan solusi terhadap tanggung jawab organ 

yayasan dalam proses pencapaian kepastian hukum. Metode yang digunakan dalam proses 
pengumpulan data adalah telaah pustaka dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan 

pendekatan kualitatif, kemudian dijelaskan dan dikategorikan bagian-bagian tertentu dari 
permasalahan, dan terakhir informasi disajikan dengan kata-kata yang efektif. Berdasarkan hasil 
penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Yayasan dan Anggaran Dasar 

masing-masing Yayasan merupakan sumber informasi utama tentang tugas organ hukum yayasan. 
Berdasarkan prosedur pengumpulan data dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa organ 

Yayasan Hati Senang Abadi mampu menjalankan tugas pengelolaan secara efektif. Meskipun 
organ Yayasan telah memberikan penjelasan yang lengkap, namun masih perlu adanya 
rekomendasi, edukasi, dan penyadaran kepada pengurus agar dapat meningkatkan dan 

mengoptimalkan tanggung jawab serta kewajibannya dalam mengelola Yayasan. 
 
Kata Kunci: Yayasan sistem manajemen, Pengurus 
 
 

A. Pendahuluan 

Dengan judul uraian “Analis is 
Hukum Pertanggungjawaban Organ Yayasan 

dalam Rangka Mewujudkan Kepastian 
Hukum (Studi pada Yayasan Hati Senang 

Abadi yang Berkedudukan di 
Tanjungpinang)”, maka penulis akan 
memaparkan tema pokok yang akan 

dipaparkan dalam jurnal ini. Lokasi 
penelitian dalam penelitian ini adalah 

Yayasan Hati Senang Abadi yang 
berkedudukan di Kota Tanjungpinang yang 
berada di Provinsi Riau. Secara umum, 

Penulis akan mengkaji bagaimana ketentuan 
hukum yayasan di Indonesia mengatur 

tentang pertanggungjawaban organ yayasan, 
khususnya pengurus sebagai ujung tombak 
organ yang memiliki tujuan fungsional, yaitu 

mengelola yayasan. Hal ini akan dilakukan 
dalam konteks penelitian yang relevan 
dengan topik ini. Pengurus Yayasan dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai pengurus 
Yayasan memiliki fungsi yang dipandang 

sangat penting bagi tujuan Yayasan dan 
pengelolaan kekayaan serta sumber daya 
yang dimilikinya. Pengurus Yayasan 

diharapkan dapat bekerja sesuai dengan asas 
keterbukaan, akuntabilitas, dan kepatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya. 
Di sisi lain, pada kenyataannya terdapat 

sejumlah kesulitan dan kompleksitas yang 
terkait dengan tanggung jawab hukum 

pengurus Yayasan. Kesulitan yang menjadi 
penyebab ketidakpatuhan organ dalam 
yayasan yang telah terbentuk, sebagaimana 
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telah dikemukakan sebelumnya, perlu 

diteliti. Untuk menunjukkan bagaimana 
aturan diterapkan di lapangan, penulis akan 

membahas secara langsung pelaksanaan 
peraturan yang terkait dengan yayasan di 
Yayasan Hati Senang Abadi. Hal ini akan 

menjadi contoh. Dalam hal ini, Penulis ingin 
mengetahui kepastian organ hukum yayasan, 

khususnya manajemen dalam pengelolaan 
Yayasan Hati Senang Abadi, dan mengkaji 
faktor-faktor yang berkontribusi terhadap 

tercapainya kepastian hukum. Tujuannya 
adalah untuk menemukan solusi yang 

memungkinkan terbentuknya Yayasan Hati 
Senang Abadi yang sesuai dengan tiga teori 
yang didukung oleh penelitian hukum 

empiris: perlindungan, tanggung jawab, dan 
kepastian hukum. Data dipecah menjadi dua 

kategori yang berbeda, yaitu utama dan 
sekunder, untuk tujuan penggunaan. (Sutra 
Disemadi Harian, 2021) Penelitian ini 

menggunakan metodologi kualitatif, yaitu 
suatu teknik yang menitikberatkan pada 

deskripsi dan analisis data secara deskriptif. 
Berkaitan dengan kewajiban-

kewajiban seperti itu, Penulis berkepentingan 

untuk mengetahui apakah pengelolaan 
Yayasan telah sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku saat ini. Ketidakkonsistenan 
peraturan perundang-undangan yang 
mengatur dan melaksanakannya niscaya akan 

berpengaruh terhadap kemungk inan 
terjadinya pelanggaran hukum, baik yang 

bersifat administratif, perdata, maupun 
pidana. Ketidakpatuhan terhadap tanggung 
jawab hukum juga akan berpengaruh. Dalam 

hal ini, Penulis berkepentingan untuk lebih 
memahami perbedaan yang ada antara tugas 

atau tanggung jawab yang diatur dalam suatu 
peraturan perundang-undangan dengan 
penerapannya di lapangan, dengan tujuan 

untuk memberikan kepastian hukum. Apabila 

terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang 
mengikatnya dalam kapasitasnya sebagai 

pengurus Yayasan, maka akan diketahui pula 
bagaimana konseptualitas bentuk tanggung 
jawab pengurus tersebut. Akibat adanya 

dorongan manusia untuk berinteraksi satu 
sama lain, kebutuhan manusia untuk 

berkumpul, dan kebutuhan manusia untuk 
berbagi kelebihan satu sama lain, maka 
terbentuklah hakikat manusia sebagai 

makhluk sosial. Karakter dasar manusia 
menyebabkan terbentuknya kelompok. 

Ada banyak jenis pengelompokan, 
termasuk keluarga, masyarakat, dan bahkan 
negara, dan ini merupakan salah satu bukti 

nyata bahwa manusia telah berevolus i 
menjadi makhluk sosial sepanjang sejarah. 

Kelompok manusia muncul tidak lain karena 
adanya individu yang memiliki kebutuhan 
dan minat yang sama dengan manusia 

lainnya. Di sisi lain, karena berjalannya 
waktu, kelompok manusia akhirnya 

terbentuk karena berbagai alasan. Adanya 
visi dan tujuan bersama, serta adanya 
kepentingan bersama, merupakan salah satu 

penjelasan atas situasi khusus ini. Atas 
alasan-alasan seperti ini, manusia berkumpul 

untuk membentuk sebuah organisasi atau 
badan usaha. Ada banyak jenis badan usaha, 
yang merupakan sesuatu yang umum 

diketahui ketika membahas perusahaan atau 
badan usaha. 

Dengan cara yang sama, secara luas 
diakui bahwa setiap organ memilik i 
serangkaian tugas, tanggung jawab, 

kewajiban, dan wewenangnya sendiri. 
Namun demikian, terdapat beberapa kasus 

dimana implementasi di lapangan cenderung 
tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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B. Permasalahan 

Bagaimana pengaturan hukum terkait 
pertanggungjawaban organ yayasan untuk 

mewujudkan kepastian hukum.  
C. Metode Penelitian 

Penelitian yang dilakukan sehubungan 

dengan penyusunan tesis ini merupakan salah 
satu contoh penelitian hukum normatif. 

Lebih khusus lagi, penelitian hukum ini 
merupakan penelitian hukum yang 
berlandaskan pada data sekunder atau 

penelitian hukum yang dilakukan di 
perpustakaan.  

D. Pembahasan 

Pengaturan  Hukum Pertanggungjawaban 

Organ Yayasan Dalam Mewujudkan 

Kepastian Hukum 

Agar dapat melaksanakan perbuatan 

hukumnya, yayasan harus memiliki perantara 
manusia yang bertindak sebagai wakilnya. 
Hal ini dikarenakan yayasan tidak dapat 

berjalan sendiri tanpa adanya dukungan 
manusia. Agensi merupakan istilah yang 

merujuk pada orang-orang yang bertanggung 
jawab terhadap organisasi dan bertindak atas 
nama organisasi tersebut. Teori badan hukum 

atau teori badan hukum Otto von Gierke 
merupakan salah satu konsep dalam ilmu 

hukum yang memandang badan hukum atau 
organisasi hukum sebagai suatu badan 
hukum tersendiri yang memiliki hak dan 

kewajiban sendiri (Florianus Yudhi Priyo 
Amboro, 2021).  

Konsep ini diambil dari sebuah teori, 
khususnya teori badan hukum atau teori 
badan hukum. Implikasinya, suatu badan 

hukum, seperti perseroan, yayasan, atau 
badan hukum lainnya, dipandang memilik i 

"kehidupan" atau eksistensi yang berbeda 
dengan para anggota atau pemiliknya. 
Menurut Fajar Rachmad Dwi Miarsa dan 

Cholilla Adhaningrum Hazir (2021), fungs i 

yayasan terbagi menjadi tiga organ, yaitu 
Pengurus, Pengawas, dan Pembina. Masing-

masing organ ini memiliki tanggung jawab 
dan wewenang yang berbeda. Pengurus 
yayasan merupakan pihak yang memilik i 

kewenangan dan tugas utama dalam 
mengelola yayasan. Pengurus yayasan 

memiliki kewenangan hukum untuk 
menjalankan pengurusan yayasan dan 
merupakan komponen penting dalam 

menjalankan yayasan. Pengurus yayasan juga 
bertanggung jawab dalam melaksanakan 

tugas yang diberikan kepadanya. Pengurus 
yayasan juga memiliki berbagai persyaratan 
yang harus dipenuhi karena kedudukannya 

sebagai pengurus (Ari Purwadi, 2002). 
Larangan ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Pengurus 
yayasan beserta organ lainnya tidak 

berwenang memungut penghasilan apa pun, 
termasuk gaji, upah, dan honorarium.  

Larangan ini dinyatakan dalam 
undang-undang. Sedangkan bagi Pengurus, 
hal tersebut dapat diabaikan atau diatur 

dengan catatan-catatan yang telah ditetapkan 
dalam Anggaran Dasar Yayasan. Sesuai 

dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan (3) 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
16 Tahun 2001 tentang Yayasan, maka hal 

tersebut merupakan tindakan yang tepat. 
Pengurus wajib membuat laporan tahunan 

sesuai dengan ketentuan yang tercantum 
dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang 

Yayasan. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 

tentang Yayasan mengatur kewajiban untuk 
membuat dan menyimpan dokumen-
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dokumen yang sah tersebut. Kewajiban 

tersebut tertuang dalam undang-undang. 
Tugas tersebut dibebankan kepada 

pengurus dalam rangka menjalankan 
pengurusan, dan pengurus wajib membuat 
dan menyimpan catatan keuangan sesuai 

dengan ketentuan yang tercantum dalam 
Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang 
Yayasan. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 
ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, 
pengurus tidak diperbolehkan menjalankan 

tugas yang tidak sesuai dengan ketentuan 
anggaran dasar dan dapat menimbulkan 
kerugian bagi Yayasan maupun pihak ketiga. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat 3 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

16 Tahun 2001 tentang Yayasan, pengurus 
tidak diperbolehkan merangkap jabatan, 
yaitu sebagai pengawas dan pengawas. 

Pengawas berwenang memberikan 
arahan kepada pengurus tentang tindakan 

yang seharusnya dilakukan. Pengawas 
bertugas melakukan pengawasan, 
memberikan arahan kepada organ Yayasan, 

tidak merangkap jabatan, dan tidak menerima 
gaji atau upah. Selain itu, pengawas tidak 

diperbolehkan menduduki jabatan-jabatan 
tersebut.  

Terdapat beberapa kewenangan yang 

dimiliki oleh Wali Amanat Yayasan, antara 
lain: mengambil keputusan mengena i 

pelaksanaan perubahan Anggaran Dasar, 
mengangkat dan memberhentikan pengurus 
dan pengawas, mengambil keputusan 

mengenai kebijakan umum Yayasan 
berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan, 

mengesahkan program kerja dan rencana 
anggaran tahunan Yayasan, serta menetapkan 
keputusan mengenai penggabungan atau 

pembubaran Yayasan. Wali Amanat 

memegang peranan penting dalam 
melakukan pengawasan dan memberikan 

arahan strategis demi keberhasilan Yayasan, 
yang memiliki beberapa kewenangan. 
Tanggung jawab Organ 

Berdasarkan Pasal 35 ayat 5 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 16 

Tahun 2001 tentang Yayasan dimana 
pengurus Yayasan tidak menjalankan fungs i 
dan tugas yang sesuai dengan Anggaran 

Dasar Yayasan apabila ada kerugian maka 
organ pengurus yang bertanggung jawab atas 

kerugian yang menimpa Yayasan ataupun 
pihak ketiga. 
E. Kesimpulan 

 Undang-Undang Yayasan dan 
Anggaran Dasar masing-masing yayasan 

mengatur pertanggungjawaban organ 
yayasan. Dengan adanya pembagian tugas, 
maka dapat diketahui bahwa masing-mas ing 

organ yayasan mempunyai kewajiban yang 
berbeda-beda. Salah satu organ yayasan yaitu 

pengurus diharuskan membuat laporan 
kegiatan tahunan, rencana program kerja dan 
rencana anggaran, pencatatan hak, 

kewajiban, dan hal-hal yang berkaitan 
dengan kegiatan yayasan, dokumen 

keuangan, serta tidak boleh melaksanakan 
tugas yang dipersyaratkan. Apabila 
kewajiban tersebut dilanggar, maka 

Perseroan dapat dikenakan ganti rugi dan 
sanksi hukum karena merugikan pihak lain. 

Pelaksanaan pertanggungjawaban organ 
yayasan melalui pengumpulan dan analis is 
data Yayasan Hati Senang Abadi dinilai telah 

memiliki tata kelola yang baik.. 
F. Daftar Pustaka 

Adjie, Habib, dan Muhammad Hafidh, 
Yayasan: Memahami Pendirian-
Perubahan Pembubaran Yayasan 
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